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Akuntan Register Negara No 11.RNA 939

KURNIAWAN,
SE., CMA., CIBA., Ak., CA

« Sekretaris PINBUK JATIM
* Lecturer at STIE STIE AL-ANWAR MOJOKERTO

+ Student at MAGISTER AKUNTANSI FORENSIK , UNIVE %iTAZ TRUNOJOYO MADURA NT
* SPI (Internal Auditor) PT. SEGITIGA NUSANTARA SIDOAR.O

*« 0821 4164 3495
« http://t.me/KurniawanDoank

Rumah: JI. Suro Mulang Barat VI/20 Perumahan Citra Surodinawan Estate MOJOKERTO



REFERENSI REGULASI

Permendagri Nomor 4/2007 tentang Tata cara pengelolaan kekayaan milik
Desa

UU No. 6 2014 tentang Desa

Permendagri No 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa,
Permendagri Nomor 112/2014 tentzne Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 113/2014 tentang 2zngelolaan Keuangan Desa
Permendagri Nomor 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

PP 47 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa

PP 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN



REFERENSI REGULASI

PMK Nomor 241/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah
dan Dana Desa

PMK Nomor 250/2014 tentang Pengalokasian Transfer Dana Desa ke Daerah
PermenDesa No. 1/2015 tentang Hak Asal Usul

PermenDesa No. 2/2015 tentang Musvawarah Desa

PermenDesa No. 3/2015 tentang Pendaiirigan Desa

PermenDesa No. 4/2015 tentang BumDes

PermenDesa No. 5/2015 tentang Dana Desa

PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan PP 47 Tahun 2015
Tentang Perubahan PP 43

PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan PP 22 Tahun 2015
Tentang Perubahan PP 60



REFERENSI REGULASI

 Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
* Permendagri No 67 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri No. 83 2015

* Permendes No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendesa No. 22 Tahun
2016

* Permendes No0.19 Tahun 2017 tenteng Prioritas Dana Desa Tahun 2018

* Permendagri 20 tahun 2018 tentang Peiigelolaa Keuangan Desa

e PERMENDESA-PDTT NO 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENETAPAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019



Penggunaan Dana Desa POKOK-POKOK KEBIJAKAN
PERMENDESA-PDTT NO 16 TAHUN 2018 disampaikan

oleh Dr. DWI RUDI HARTOYO, AP, S.Sos., M.Si-Kabag
HUKUM & ORTALA KEMENDESA-PDTT

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat unt'lIk BUMDesa

e Pasal 16 Permendagri No 20 Tahun 2018 * Pasal 28 ayat (4) Permendagri No 20 tahun
tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
* Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha + Memperkuat Lumbung Ekonomi Desa

ekonomi produktif yang dikelola oleh

BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama * Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama melalui penyertaan modal,
pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan
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IDE / INISIASI

1. Pemerintah Desa / Masyarakat

2, Potensl usaha ekonomi desa

3 5DA (Sumber Daya Alam)

& E0M (Sumber Daya Manusia)

5 Modal Pemermrintah dan kekayaan dosa

MUSYAWARAH

1. Perehcanasn BUMDoLs

a. FERDES. b. Pemetaan Potensi ¢ Usulan kegiwtur

2. Perencaan Penganggaran.

PEMETAAN POTENSI DESA

a. Aset Desa

b,  SDM

. ShA

d. saslal Budaya

MENENTUKAN JENIS USAHA:
BARANG ATAU JASA

1. Simpan Pinjam
Z. wisata

I Penjualan

&. Pasar DLl

KELAYAKAN USAHA:

Pasar dan Pemasaran

Diaya Beli Masyarakat

Jumilah Kensumen

Kecenderungan Permintaan Konsumen
Kesesuaian Harga Froduk

Kemudahan Mendapatkan Produk

WO N

Kemudahan Mendapatkan Informasi produk
Teknis dan Teknologi

MODAL BUMDESA

1. APB Desa

2. Hiah Pihak Swasta

3. Bantuan Pemerintah

4. Dana Desa

5. Aset Desa

B. Kerjasama Usaha

7. Tabungan Masyarakat / Simpanan Masyarakat

PENYUSUNAN ANGGARAN

ADIART




ROAD MAP PENGELOLAAN BUMDESA

ﬁﬁl Mengelola SDM

Mengelola Proses Produksi

Mengelola Keuangan BUMDes

LA A

Mengelola Pemasaran BUMDes

<



Struktur Organisasi BUM Desa

Pengawas Komisaris
Badan Permusyawaratan Desa |gieme Kepala Desa

|
Manajer Unit Usaha Managjer Unit Usaha Manajer Unib Usaha




MARK]

ETING STRATEGY

4. Sistem Pemasaran

3. Strategi Bersaing

2. Memilih Kelompok

Konsumen

Strategi
Pemasaran

1. Melihat Peluang
Pasar

5. Menyusun Rencana

6. Menjalankan
Rencana

7. Mengendalikan
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APLIKASI P! "NGELOLA.AN KEUANGAN BUMDESA

© ‘4 61%m 08:25

® “4 61%m 08:26 ® ‘4 60% m 08:29

< LANGKAH 2 TRANSAKSI :

Plllh Sektor Usaha Anda Penerimaan Pengeluaran

PENJUALAN
Jasa

Transaksi menjual barang atau produk
baik secara tunai maupun kredit

Perdagangan

UTANG
Pinjaman dana dari kreditur, baik bank,
badan usaha maupun perorangan
Manufaktur P PETGIENS
. MODAL
Pertanian

® OO

Uang dan barang yang diserahkan oleh
pemilik badan usaha sebagai modal

PENGHASILAN LAIN

Penghasilan selain dari penjualan seperti:
penghasilan bunga, keuntungan penjualan
aset tetap

Selamat Datang

PENARIKAN DARI BANK

Penerimaan yang berasal dari penarikan
bank seperti Giro, tabungan dan Deposito

Selanjutnya

BANK INDONESIA



RUANG KONGSULTASI

SISTEM P/ MBANGUNAN DESA,
G DAN EVALUAS!
http:/idatadesacenter.dofid.jatimprov.go.id

Klinik Bumdesa
http://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id
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BUMDesa BERHASIL

Bagaimana?Bisakah?

ASPEK MINIMAL
BUMDesa
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ASPEK-ASPEK

a ¢

Regulasi & Pengelolaan Usaha
Kelembagaan

A

DAMPAYL

T

KINERJA
KEUANGAN

|

KEMITRAAN
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REGULASI &

K

ELEMBAGAAN

Proses Pendirian

Apakah melalui
MUSDES?atau tetiba
ada?

Legalitasnya

PERDES, AD-ART, SK
Pengurus

Administrasi Organisasi

Struktur Organisasi, Job
description, Surat
Menyurat, Isi Anggaran
rumah tangga



Pengelolaan Usaha

Bagaimana Usaha
BUMDesa dikelola??
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dampak

* X A

Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga
kerja/ karyawan diunit
usaha yang berasal dari
desa

Mitra

Penyerapan tenaga
kerja/ karyawan diunit
usaha yang berasal dari
desa

Penumbuhan Usaha

Penumbuhan usaha baru yang he
tumbuhnya kewirausahaan masyg
menciptakan peluang serta lapai
pekerjaan baru bagi masyarakat

Kontribusi Ekonomi

Kontribusi BUM Desa terhadap
perekonomian masyarakat desa (tumbuhnya
usaha baru, peningkatan omset usaha baru)



.  /
/? NERJA KEUANGAN

KINERJA KEUANGAN adalah gambaran kondisi
keuangan perusahaan pada suatu periode
tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan
dana maupun penyaluran dana, yang biasanya
diukur dengan indikator kecukupan modal,
likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006:239)
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Rasio KINERJA KEUANGAN

alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang

terdapat pada pos laporan keuangan

2]

ANALISA
LIKUIDITAS

menunjukan kemampuan
perusahaan untuk
memenuhi kewajiban
jangka pendek.

ANALIS:
RENTABILITAS

Rasio ini menunjukkan
tingkat efektivitas tim
manajemen perusahaan
dalam menghasilkan laba
dari danayang
diinvestasikan

S

ANALISA
PROFITABILITAS

mengukur kemampuan
perusahaan dengan
keseluruhan dana yang
ditanamkan dalam aktiva
yang digunakan untuk
operasinya perusahaan
untuk menghasilkan
keuntungan 19



KEMITRAAN

@® |
JUMLAH DAMPAK & REGAM

* Jumlah mitra eksternal (pihak ketiga) yang * Dampak / manfaat kemitraan yang
berpatner dengan BUM desa untuk kemajuan, menguntungkan bagi desa, BUM Desa
promosi dan perluasan jaringan yang

* Ragam / bentuk kemitraan (jenis , bentuk
kerjasama kemitraan yang menguntungkan
bagi tumbuhkembangnya Bum Desa)

menguntungkan.
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab VIl yang
membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Pasal 136
(1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan
menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan
tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM
Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan
" pembagian keuntungan.
£y, 5y b (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
’7‘; e g . %/ /1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata
€/ -2~ pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi
pengeinla, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
(4) lesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran

ék Mater1 Pengurus

B[_T_I_V.[D rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
esa melalui musyawarah Desa.

(5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

Adakah peraturan nya?
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Hak Materi Pengurus
BUMDesa

Adakah peraturan nya?

Ayat (2) dengan jelas menyebutkan bahwa organisasi pengelola,
serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan
seluruhnya harus diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan hak dan
kewajiban personel operasional harus diatur didalam Anggaran

. Rumah Tangga (ART) yang ditetapkan oleh Kepala Desa melalui

ntusyawarah Desa saat pembentukan BUM Desa.

Jaai ketentuan tentang tunjangan kesejahteraan pengelola
op=rasiznal hanya diatur di dalam AD/ART tidak ada Peraturan
Peme::ntah yang mengharuskan besaran atau persentase
tertentu.
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2681 41648495 []

Kurniawan@stie-alanwar.ac.id =




